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LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES

mor : 43 Tahun : 2001 Seri: D No. : 35

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BREBES

e ._'..E g

NOMOR 8 TAHUN 2001
TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
PUPAKENCANA BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

\
i BUPATI BREBES

enimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tahun 2000

tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah

Bank Perkreditan Rakyat dan dikeluarkannya

Keputusan Direktur Bl Nomor 32/35/Kep/Dir

Tahun 1999 tentang Bank Perhreditan Rakyat,

maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat

11 Brebes Nomor 14 Tahun 1995 dipandang sudah

tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat int |

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu
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ditetapkan dengan Peraturan Dacrah Kabupaten g,

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950
Pembentukan Dacrah-dacrah Kabupatey
lingkungan Propinsi Jawa Tengah |

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahg
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara §

11. Peraturan Dacrah Kabupaten Brebes Nomor 31
Tahun 20MH) tentang Pembentukan Perusahaan
Dacrah Kabupaten Brebes:

12. Peraturan Dacrah Kabupaten Brebes Nomor 5
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Doerah
Kabupaten Brebes Nomor 31 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Perusahaan Dacrah Kabupaten Brehes,

2387).

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992,
Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 N
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472
dengan Undang-undang Nomor 10 Tahon
tentang Perbanban; i

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 (=
Pemenintahan Dagrah (Lembaran Negara Tehe SWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor &

5. Undang-updanz Nomor 25 Tahun 1999 g
Perimbangan Keuvangan antar Pemerintah Pes:

Daerah (Lembaran Nezara Tahun 1999 Nop-Tetapkan
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 19751

13. Keputusan DPRD Kabupaten Brebes Nomor
IN/Kpl.DPRDIVILZ00] tentang Persetujuan
Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes
tentang PD. BPR Puspakencana Brebes,

Dengan Persetujuan

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT PUSPAKENCANA.

Bank Perkreditan Rakyat ; BAB 1
7. Keputusian Presiden Republik Indonesia Neo® KETENTUAN UMUM
Tahun 1999 tentang Tekmk Penyvusunan Pes Pasal |

Perundang-undangan. dan Bentuk Ranc

Undang-undang, Rancanzan Peraturan Peme 2™ Perawran Daerah ini yang dimaksued dengan ;

dan Rancangan Keputusan Presiden ; Dacrah adalah Kabupaten Brebes:
. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 emerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes:

2000 1emang Pedoman Pengelolaan Perusahs upati adalah Bupati Brebes:

Daerah Bank Perkreditan Rakya ; erusihin Doerah Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Perkreditan
9. Keputusan Menteri Keuangan Noemor Sakyat Puspakencana Brebes milik Pemenintah Doacrah yang modal

KME.019/1993 tentang Bank Perkreditan R 8 luruhinya merupakan hebayaan Daerah yang dipisabkan yang

10, Keputusan Dircksi Bank Indonesia Nomor 323 languinya disinghat PD. BPR. Puspukencana Brebes,
/Dir tangzal 12 Mci 1999 tentang Bank Perkredica¥ !¢kt adalih Direksi PD. BPR. Puspakencana Brehgy -
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£ Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas pada pp BAB 111
Puspakencana Brebes | AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

g Pegawai adalah Pegawai PD. BPR. Puspakencana Brebesy

h. Prhak teratiliasi adalah : ety

i BPR. Puspakencana dalam melakukan usahanya beraraskan

1. Angpoa Dewan Pergaves, Dirckoa don kuasamy . Pepshat atau
mokrasi Ekonomi dengan Prinsip kehati-hatian.

2. Pihak vang membenhan jasanya kepada Bank. antara laig
publik, penilan, konsulisn bukum dan konsultan lainnyz,
3. Pihak vang menuret penilaian Bank Indonesia
mempengandi pengelolaan bank antara Lun, pemegang
kehuarganya, heluarga pegawai. keluarga dincksi, heluarga pe
Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan ¢fp. BPR. Puspakencana didirikan dengan maksud dan tjuan untuk
hewerangan mengzenat nasahah penyimpanan dan si embantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan

j.  Bank Indonesia adalah Kantor Bank Indonesia vang beradadi _ge-mbangunan Daerah di segala bidang dalam rangha memngkatkan wrafl
operasional Bank. wlup rakyat sera sebagai salah satu sumber pendapatza daerab,

Pasal 5

AR, I3 TUGAS D:N USAHA
NAMA DAN TEMPAT REDUDURKAN
Pasal 6

Pasal 2

P{ﬂ, BPR. Puspakencana merupakan salah satu alat kelenghapan Osonomi

Perusahuan Duerah Bank Perkredian Rakyan Bank Pasar BrebeDuerah di bidang keuangan/perbankan dan menjalankan usahanya sehapai
didinkan dengan Peraturan Daerah Nomaor 5 Tahun 1930 Jo Ne@ank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Tahun 1951 dirubeh bentub hukumnya menjadi PD. BPR Barkis:dangan yane berlaku.
Brebes dan sclanjutnya dirubah namanyva  menjadi PD. 7|
Puspakencana Brebes yang selanjutnva disingkat PD. BPRPB. |

Pasal 7

Pocal 3 ntuk mencapai maksied dan wjuan sehagaimana dimaksud Pasal 5. PD.
dili 3PR. Puspakencana Brebes menyelenggaralan usaha-o-zha antars fan
i 1) PD. BPR. Puspakencana Brebes berkedudukan di Brebes E:n‘jl‘;,:‘l::;n:;:nm e e
i2) PD. BPR. Puspakencana dapar membuka Kantor Cabang. © TR . —— il it ) fad
Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelavanun di Wilayah K P'engzusaha Golongan Ekonomi Menengah be bawah:
dan Kecamatan, serta dapat membuka kantor diluar Ka Melikuhan kerja sama antar PD. BPR dan dengan Lembaga

s¢suai dengan kelentuan yang berlaku. Perbanban atau Kevangan lainnya;
Monpalunkan usaha-usaha Perbankan I:inn_u !-r.‘p..lﬂj.:l_ﬂg n‘i“:
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hertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yan,

FLVES
3 ﬂh]ri, rL Anggota Dhreksi bertempal tnggal di tempat kedudukan PD. BPR.
il Puspabencana Brebes,
Pasal 8

Antar sesama anggota [reks dan ataw antar Angpota Dircksi dan
Angeota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan kelunrpa sampai
lerajat ketiga baik menurut garis lumus maupun kesamping termasuk
Smenantu dan ipar.

(1} Modal Dasar PD. BPR. Puspakencana Brehes ditetaphag
Rp. 1OOO000000.- (Sepuluh milvar rupiah).

123 Modal yang telah disetor sehesar Rp, 3.000.000.000:- (Tig, I%Augf_mu Dircksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik

rupiah . j-:mnm lungsung maupun tidak langsung pada PD. BPR. Puspakencana
i3) Modal PD. BPR. Puspakencana Brebes merupakun Kekayagy Brebes atau Badan Hukumdperorangan yang diberi kredit oleh PD.
vang dipisahkan. PR. Puspakencana Brebes,

Pasal 9 Pasal 11

| . P 1 } 5

i1} Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud Pasal E-_“';*'ﬂ' "ij‘“pm diangkat m,“ﬂd] Anggota D"Ek_?" "'J.'ﬂa'h Warga Negara In-
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. nsia yang memenuhi persyaratan sehagai berikut :

12) Penambahan Madal Disetor schagaimana dimaksud Pasal §,
sampui denzan terpenuhaya Modal Dasar dilakukan setiap,
paling lama 3 (lima) tahun diteapkan dengan Kepotusan Bupe
dianggarkan dalam Anggzaran Pendapatan Dan Belana [
{APBD) dan atau dunt sumber kevangan lainnya.

lemiliki keahlian dibidang perbankan, sekurang-kurangnyva
empunyal pengalaman kerja 2 {(dua) tahun dalam operasional
rbankan, dan diutamakan dari PD. BPR. Puspakencana Brebes sendiri.
empunyal akhlak don moral yang baik.

etia don taat kepadda Negara dan Pemerintah.

Tidak terlibmt baik sccara langsung maupun bdak langsung dalam
egiatan pengkhianatan kepada Negara.

idak dicabut hak pilibnya berdasarkan Keputusan Pengadilan,
chat jasmam dan rohani.

BAB VI
DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS
Bagian Pertama
Dircksi

ependidikan sehurang-hurangnya sarjanz muda dan atau diploma
Pasal 10

{niga),
E’iuluk termasub dalam Jdaftar orang tercela dibidang perbankan,

ersedia mengembanghan dan melakekan keguatan wsaha PD.
PR_Puspakencana Brebes secara schat,

ajih memperoleh persetujuan dan Direksi Bank Indonesia.
sia helum mencapai 60 (enam puluh) tahun.

(1) PD. BPR. Puspakencana Brebes dipimpin oleh Dircksi jnn,;ﬂ‘l
dari seorang Dircktur Utama dan sebanyak-banyaknya 2 (du
Direktur.

(2) Direksi bertangzung jawab kepada Bupati melalui Dewan
(3) Anggota Direksi dilarang meranghap pekerjaan atau ja
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Pasal 12
. , yupati scteah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas.
(1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan o, Hup

lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setely Pasal 14
Jabatan dimaksud berakhar.

(2) Sebelum Keputusan Bupati ientang Pengangkatan Anggota [y, (1) Dircksi mengurus kekayaan PD. BPR. Puspakencana Brebes.

dllﬂnpkun.ml-lchih dahuly diminikan pentimbangar dun Fu? {2y Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan
gank Indonesis, Peraturan Kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi dengan

(3) Setiap permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud ; persetujuan Dewan Pengawas,
disampaikan kepada Bank Indonesia, dilampirkan keter,
identitas dari calon Anggota Direksi yang bersangkutan beny, Pasal 15
a. Surat Keterangan dari Bupati tentang tidak ada hubungan g

schagaimana dimaksud pasal 10 ayat (6) Perawran Daergh, (1) Direksi nmwa]:;'rli PD. BPR. Puspakencana Brebes di dalam maupun
h. Surat Pernvataan tidak termasuk orung yang tercela iy, di luar pengadilan,

perbankan. . {2) Apabila dipandang perlu Direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau
¢. Daftar riwayar hidup lengkap vang memuat pendidily;,  lebihuntuk mewakili PD, BPR. Puspakencana sebagaimana dimaksod

pengalaman kerja. ayat (1).

(4} Pimpinan Bank Indonesia berdasarkan data yang ada, membe
pertimbangan tentang dapavitidak dapat diangkat calon Direld
diusulkan sebagai Angpota Dircksi.

15} Bupati setelah menerima pertimbangan dar Pimpinan Bank Ink " : :
segera menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penganghkatan Az_a‘ Membuka I'~.a.r|TIclr Cabang. Cabang Pembantu. Kantor Kas atau Unit
Direksi. Pelayanan sesuai dengan kebutuhan berdacarhan ketentuan yang berlaku,

Membeli. menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau

melepaskan hak atas barang-barang inventans melik PD. BPR.

Puspakencana Brebes sesuai deagan ketentuan yang berlaku ;

Pasal 16

Direksi atas dasar persetujuan Bupati setelah mendengar pendapat Dewan
Pengawas dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

b.
16} Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan oleh B
paling lama 3 (iga) bulan sebelum masa jabatan Anggota ¥

yang lama berakhir. ¢. Mengeadaikan barang-barang milik PD. BPR. Puspakencana Brebes,
a. Sebelum menjalankan wgas Angzota Dircksi dilaniik dan &
sumpah Jahatan oleh Bupati mau Pejabat yang llilunjulﬂh:hal Pasal 17

dengan masa jabatan selama-lamanya 4 {empat) tahon de?
diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhit (1) Angzota Direksi berbenti karena :
b. Setiap pengangkaan Anggota Direksi diberigghokan ¥ 3 Masa jabatannya berakhir;
Pimpinan Bank Indonesia, . b, Meninggal dunia.
Pasal 13 (2) -I'!I-l'lj_!‘.!'.‘l.:ll:l. Dnreksi dapat diberhentikan olch Bupan, karena :

b Permintaan sendari:

Tata Cara dan Tata Tertib menjalankan Tugas Dircksi ditets®”] b, Melakukan tindak :
i o : B AN yung an PD. BFR. -
Bupati setelah mendengar pendapat Dewan Pengawas dengan per | meughan W&m‘
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<. Melakukan uindakan atau bersikap yang bertentangan

kepentingan Daerah atau Negara;
d Sesuatu hal vang mengakibatkan ia tidak dapat melak
TUZASNYE SCTAra Wajar.

menclak permobisnan keberatan dvmaksud,

i Apabila dalam wakiu 2 tdua) bulan sebagammana dimaksud ayar (2)
Bupat belum menpambil keputusan terhadap permohonan keberatan,

Pasal 18 maka keputusan Bupati tentang pemberhentian batal demi hukum,

1) Pemberhentian anggota Direksi yang berhenti atau dibe
sehagzatmana dimaksud Pasal 17 dilakukan oleh Bupat atag
Dewan Pengawas

{21 Bepati membentahukan secara tertulis pemberhentian
sebagaimana dimaksud avat (1) kepada yang bersangkutan
alasan-alasannya sesuai Pasal 17.

Pasal 19

11 Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian s
Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadir
Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersa
diherhentikan atay direhabilitir kembali.

2y Apabila dalam waku 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksed z
Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka
pemberhentian sementara batal demi hukum.

{3) Apahila dalam persidangan sebagaimana dimaksud avat (1) A
Darckst tidak hadie, maka vang bersangkutan dianggap
Keputusan yang ditetapkan olch Dewan Pengawas,

(4) Keputusan Dewan Pengawas schbagaimana dimaksud 233
ditetapkan dengan Keputusan Bupati,

{3) Apabila perbuztan yang dilakukan olch Anggota Direksi
tindak pidana, maka vang bersangkutan diberhentikan dengi?
hormat.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Pasal 21

11 Dewan Pengawas menetapkan kebijakan Umum. menjalankan
pengawasan dan pengendalian serta pembinasn terhadap PD. BPR,
Puspakencana Brebes,

i Angeota Dewan Pengawas berjumlah 3 {tiga) orang dan salah scorang
diangkul sebagai ketua Dewan Pengawas.

} Dalam menjalankan tugatnva Dewan Pengawas bertanggune jawab
Lepada Bupat.

v Antar sesama Anggota Dewan Pengawas dan ataw antar Anggota
Dewan Pengawas dengzan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan
Leluarga sampai derajan ketiga, baik menunit zanis lurus mavpun
kesamping termasuk menantu dan ipar.

I Angzeota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan
pribadi, haik langsung mavpun tidak langune pada PD. BPR.
Puspakencana Brebes atau Badan Hukem/Peroramgan vang diber
kredit oleh PD. BPR. Puspakencana Brebes.

b Anggota Dewan Pengawas terafihiasi atas semua rabasia perbankan,

Pasal 22

g dapat dunghat menjadi Anggota Dewan Pengawas adalah Wargy

ceara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebaga benkut :
Mempunya pengetahuan dibidang perbankan, dedikasi, ahlak dan
moral yang hark sena mampu menjalankan kebijakan-kebijakan
Purpuits datam pernbinaan dan penguwasan PD. BPR. Puspakencana Brehes:
Trdak peernah melakukan keeiatan ataw ondakan vang lercely .

Todak verliban bank secara Linesune my L

) iy manpun tidak langsung feh.
— 1

Pasal 20

(1) Angpota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatay2 AL
belas ) han sejak ditenmanya Keputusan Bupati tentang Pe
dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati

(2 Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimnanya
keberatan, Bupati sudah mengambil keputusan apakah
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setiap kegiatan pengkhianatan kepada Negarag _ | _
d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengg, 2 Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupani karena :

]

4. Permintaan sendir;

. Schat jasmant dan rokham:

f. Wajib memperoleh persetujuan dari Direksi Bank Indone, b, Melakukan tindakan yang merugikan PR, BPR. Puspakencana
: - Birehes:
Pasal 23 e Melakukan tindakan aton bersshap yang bertentangan dengan

(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk mygy, | kepentingan Dacrih atan Negara:

selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembal, Yl Sesuatu hal yang I.T'II..'HF;'Il".iI'I:J-[L.'lII 12 hdak dapat melaksanakan

masi jabatan dimaksud berakhir. (2RIl SECEIN Wi,
(2} Sehelum menjalankan tugas Angeota Dewan Pengawas dilg

diambil sumpah jabatan eleh Bupati. IdAangeota Dewan Pengawas vang diduga melakukan perbuatan
(3) Setiap pengangkatan Anggota Dewan Pengawas PO, F-.chul_":[imzl.n;] dimaksud Pasal 26 ayat (2) hurul b, ¢ dan d

Puspakencans  Brebes, diberitahukan kepada Pimpinan  Siberhentikan sementara oleh Bupati.

Indonesia, 2){Bupati memberitahukan secara teriulis pemberhemian sementara
sehagaimana dimaksed ayat (1) kepada yanz bersangkutan disertai

Pasal 27

Pasal 24
alasan-alasanays sesual Pasal 26.
Tata Cara dan Tata Tertib menjalankan lugas Dewan Pengawas diie "
oleh Bupai. Fasal 28
Pasal 75 IySclambat-lambatnya | (satu) bulan sejak pemberbentian sementan.
i | |Bupari sudah melakukan sidang yang dibadin oleh Anggota Dewan
(1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan &' Pengawas untuk menctapkan apakah vang bersanghutan

semua kegiatan pelaksanaan wgas PD. BPR. Puspakencana i diberhentikan atau direhabilitir kembali,

(2} Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan secar: 215.—".;:;.1}:-1]:1 dalam wakiu | (satub bulan sehazaimans demaksoed ayat (1)

a. Perniodik sesuan dengan jadwal vang 1elah ditetapkan; Bupan belum melaksanakan sidang, maka pernberhentian sementara

b. Insidentil atau sewakiu-wakiu dipandang perlu B¢, Patal demi hukum.
perumbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan IUEI‘F-J]""J"P“D"'“' dalam sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Anggota
g g - ; Dewan Pengawas tidak hadiv, maka vang bersangkutan d
i 3) Apabila dipandangz perlu Bupati dapat mem . al Fwa) e n WREEP
iy e i P g fentuk Sekretn mencrima keputusan vang ditetapkan dalam suling,

Pengawas patuk kelancaran weas, atas biaya PD. BPR, Puspae
Bre;:s. 4 " 4J:H1::mluwn Sibhang sebagaimana ayal i 3) dietaphan dengan Keputusan

Haipia,
(4) Dewan Pengawas dapat menunjuk seorang ahli atau leb® Pasal 29
-, L I E- Ereju v g : b ] = [|L
miclaksanskan fugras tertentu, atas hl-il:l"lll 2. BPR. Fllhpﬂkﬂ'l‘l-l.‘-ﬂm 1 f"l-'l'lgl;_.',ﬂlil Dewan P\.‘II!.'.'.I.\". a5 yang diberhentikan, Eh.l'l‘lhﬂl‘h.lﬂbﬁmﬂl
[asal 26 15 (lima belas) hari sejak diterimanya kepulusan Bupart wentang

Pemberhentian, dipat mengajuban kebermtan secar tertulis kepods Bupo,

(1) Anggota Dewan Pengawas bechenti karena : #) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan wjsk diterimanya permohonan

a. Masa jabatannya berakhir:

b Menineval dinia .
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kebheratan, Bupati sedah mengambil Keputusan apakah Meners, 1 .
menolak permohonan keberatan dimaksud. | . Usaha-usaha lain yang sah.
(31 Apabila dalam wakiu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud 5D i
Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan kep, o 1
maka Kepuusan Bupati tentang Pemberhentian batal demipy, | RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
i Pasal 32

Pasal A0
ota Dirckyy (1) Selambat-lambataya 1 fsatu) bulan sebelum tahun buku berakkr,
Anggota Direkst menyampaikan Rencana Kerja Tahusan dan
Anggaran PD. BPR. Puspakencana Brebes kepada Anggota Dewan
Pengawas untuk mendapat pengesahan.
(2} Apahila sampai dengan permulaan Tahun Buku Angzota Dewan
| Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kena

(1) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan Angg
ditetapkan oleh Bupati. atas biaya PD, BPR. Puspakencana By,
sehaga berikut
a. Direktur Utama menerima gaji pokok setinggi-tingginya 16

setengah) kali gaji pokok tertinggi pada dafiar skala gaji po

F*t.gﬂ“'ﬂl'- . ) Tahunan dan Anggaran PD. BPR. Puspa kencana Brebes diny atakan
b. Direktur menerima gaji pokok 80% (delapan puluh prosenit | parlaku,
£ Pl A r LTy, {3) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR.
c. Ketua Dewan Pengawas menerima penghasilan setinggi-ting | Puspakencana Brebes yang terjadi dalam Tahun Buku yang
0% dari penghasilan Direktur Utzama. : bersangkutan harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
d. Anggota Dewan Pengawas menerima penghasilan setinggi (4 Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR. Puspakencana
ungginya 80% dan penghasilan Ketua Dewan Pengawas. Brebes yang telah mendapat pengesahan oleh Dewan Pengawas
12} Peraturan Gagi Pegawai ditetapkan oleh Direksi dengan persci ‘h“mpr",'k"n e Bupen dongaeice el e
Bupat atas pertimbangan Dewan Pengawas., L
E
i FAHUN, BUKU-DAN PEREITUNGAN TAHUNAN
DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA = ' i
Pasal 31 Pasal 33

(I} Tahun Buku PD. BPR. Puspakencana Brebes adalah Tahun Takwim

(2} Sclambar-lambatnya 3 (tiga) bulan setclah berakhir tahun buku,
Direksi menyampaikan Perhitungan Tahunar yang terdin dari
Laporan Keuangan Neraca, Perhitungan LabaRugi vang telah diaudin

(13 PD. BPR. Puspakencana Brebes wajib mengadakan Dana Per
ilun Tunjangan Hart Tua bagr Anggota Direksi dan Pegawai PDE
Puspukencana Brebes yang merupakan kekavaan PD.F

Puspakencana  Brebes vang dipi~ahkan, oleh Akuntansi Publik untuk mendapat pengesahan Dewan Pengawas

{2 Drana Pensiun dan Tunjangzan Hari Tua sebagaimana djmaksud: dan disumpaikan kepada Bupati dan Bank Indonesia.
1) bersumber dar (3) Lapuran Kevangan Neraca, Perhitungan Laba/Rugi dan Pembagian
i Juran Pension dan Tumangan Har Tua dari Anggota Dircks Labadimaksud ayat (2) ditandstangani oleh Dircksi dan Dewan Pengawas,
Pegawar PD. BER. Puspakencana Brebes: (4} Laporan Keuangan Neraca, Perhitungan Laba/Rugi dan Pembagian

b Bagian dari Dana Kesejaberaan ;
Dipindai dengan CamScanner
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Laba yang disahkan oleh Dewan Pengawas memberi rtm‘ 17

tﬂﬂ:ggl.lﬂg j:.'l"-"r'i'lh k'l'.'!]"l'.l.ljil Dhreksi. i il mm kerugian h'.Fi D, BI'R, I"""i[!:lkl..'lll.'ilﬂﬂ frelwes. w_‘],jlh
(5) Direksi wajib mengumumkan Laporan Keuvangan , [ mengganti kerugian dimaksud,

Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah disahkan pady 2 Tata cara penyelesain ganti rugh sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pengumuman PD. BPR, Puspakencana Brebes, +wesandengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(6) Dewan Pengawas scliap semester membuat laporan pelag, !‘ﬁ” Fank dan pihak terafiliasi wajib menjaga rahasia bank sesuai dengan

lang yang berlaku,
Re epada Bank Indoncsiadyyy (o "ang-undang yang
ncana Kerja untuk disampaikan kepads g, d) Ancaman pidana penjara dan denda berlaku pula bagi pihak terafiliasi

e melakukan pelanggaran rahasia Bank.
BAB X yang Ee :
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIY BAB X1
Pasal 34 KERJASADMA
(1) Laba bersih PD. BPR. Puspakencana Brebes yang telah gl | Pasal 36

oleh Dewan Pengawas adalah laba sctelah dikurangi kerugiy,
lalu dan dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai b,
a. Bagian laba untuk Daerah : 40 %

3. BPR, Puspakencana Brebes dapat melakukan kerja sama dengan
Janh Ulmum dan atau BPR lam dan ataw mehug:j. Keuangan/Perbankan
grta Lembaga lainnya dalam wsaha peninghatan mosdal, manajemen,

b. Cadangan Umum . ) % Fesionalisme perbankan dan lain-lain.

¢. Cadangan Tujuan r 20 %

d. Dana Kesejahteraan 10 % BAB XIII

e. Jasa Produksi o 1R PEMBINAAN
{2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaks: Pasal 37

(1) hurufa dianggarkan dalam ayat penefimaan Anggaran Pend:
dan Belanja Dacrah (APBDY) tahun berikutnya. Bupati melakukan pembinaan terhadap PD. BPR. Puspakencana
(3) Dana kesejaliteraan schagaimana dimaksud ayan (1) hurl ¢ | Brebes,

lain untuk Dana Pensiun, Perumahan Pegawai, Sosial dansejz 2} Pembinaan dan pengawasan Bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
bagi Dircksi dan Pegawai,

(4) Penggunaan Jasa Produksi sebagwimana dimaksud ayar (hk ] BAB XIV .
ditetapkan oleh Direksi. [ PEMBUBARAN
Pasal 38

BAB X1

TANGGUNG JAWARB DAN TUNTUTAN GANTI RUG P}ll_:’l;*mJ'mt'r.'lr:m FD. BPR, Puspakencana Brebes ditetapkan dengan
raturan Daerah.

Pasal 33 Eifupah menunjuk Panitiz Pembubaran PD. DPR. Puspakencang

Dirche
(1) Anggota Direksi dan atau Pegawai PD. BPR. Puspakencam! r::: ﬂ:;r[:g::;?;mpjmul.wd ayee (i,
vang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kel J‘ PRaIA spakencana Brebes dibubarkap, hyya,

Dipindai d-engan CamScanner
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kewajiban keuangan dibavar dari harta kekayaan Pp g
Puspakencana Brebes dan sisa lebih / kurang menjadi o
tangzung jawab Pemenntah Daerah.

(4) Panitia Permbubaran PD, BPR. Puspakencana Brebes menyar,

pertanggungjawaban pembubaran PD. BIR. Puspakencany f_ Peraturan Daerah ini

kepada Bupan.
Pasal 39
(1) Bupati menvelesaikan kekaryaan Dircksi dan Pegawai P, p
Puspakencana Brebes yang dibubarkan.
{2) Pembubaran PD. BPR. Puspakencana Brebes dilaporkan olehp,.
kepada Pimpinan Bank Indonesia.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Semua kekavaan/asset termasuk hutang pintang PD. BPR. Pugpabag
Brebes milik Pemerintah Dacrah menjadi kekayaanfasset PD.E
Puspakencana Brebes yang ditetapkan dalam Peraturan Dacrahim

BAB XV
RETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal lain yang belum diaur dalam Peraturan Daerah ini sepss
mengenai pelaksanaannya akan distur lebih lanjut oleh B
Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Dacerah ini. maka

a. Peraturan Dacrah Kabupaten Dacrah Tingkat 1 Brebes Noo?
Tahun 1995 tentang Perusahoan Daerah Bank Perkrediian
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2000

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Mo

Tahun 2000 entang Pembentukan Perusaghaan Daergh K2
o

19

firches pada pasal 4 angka 2 diubah, sehingga berbunyi PD. BPR.
Puspakencana Brebes.

Pasal 43
mulai berlaku sejak tanggal diundangkan,

Agarsetiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah.

Ditetapkan di : Brebes
Pada Tanggal : 19 Juli 2001
BUPATI BREBES

H. MOH. TADJUDIN NURALY

DIMUAT DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN : 2001 SERI: D NO.: 35

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
PADA TANGGAL : 27 AGUSTUS 2001
SEKRETARIS DAERAH

Drs. TRI HARJONO
Pembina Utama Muoda
NIPE 500033545
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,sal B

Pasal O dan 10
Pasal 11

' Pasal 12.13.14 dan 15
Pasal 16

Paszl 17

Pasal 1192000

Paal M

Favgl 313135

bl |

-

: cubup pelas

Mandal Dasar sebelumnya Perda 14 Ty
1995 sebesar Rp. LS00.000.000.- 1ghy
dapat terpenuhi realisasinya schingg,
menjadi Rp. 3.000.000.000,-  yaa
sudah disctor untuk itu Modal Dagy
perlu segera Jditinghatkan menjad
sghesar Rp. 10 Milyar,

1 cukup jl.‘fﬂ‘-.

). Lolos seleksi uji kelayakan da
kepatutan (Fit & proper Test) yan!
diselenozarakan oleh Bank Indonesa

k. Terhadap angeoty Dircks: yang
pada saxt berlakunya Keputusan s
telah mencapai wsia 60) tahun, dage
menerskan tugasnya sampai mas
jabatannya berakhir.

cukup jelas

., Sctelah menapatkan izin dari Bad

[ madesme<aa,

b. Team Penjualan yang ditunjol
dengzan 5K, Dircksi membus
beerita acara terhadap barang hararg
rusak. atau habis milai ehonomisat®

- Tidak dapat melaksanakan gasay

SCLAra wajar karena merangkap men!
Eksehutif di beberapa perusahaan lait

yehup pelas

¢ Lolos seleksi uji kelayakan 0

kepatutan (Fit & Proper Test) }:f'f
diselengyarakan oleh Bank, Indones®

okubup jelas

1 le 26

Pasal 27.28.29.30.331.32
Pasal 33

Pasal 34

h

¥

3

Tidak dapat melaksanakan tugasnya
secara wajar, karena merangkap
menjadi Dewan Pengawas di beberapa
perusahaan lain.

cukup jelas

1. Adapun laporan bulanan oleh Bank

disampaikan kepada Bank Indonesia
dan bagian Perekonomian Seida Brebes.

(1b) PD. BPR Puspakencana Brebes
membentuk cadangan omum
yang digunakan untuk meaatup
kerugian yangz mungkin diderita
terhadap modal Bank.

{lc) PD. BPR Puspakencana Brebes
membentuk cadangan tujuan
yang dipergunakan untuk
keperluan pengembangan Bank

(1d) Dana kesejahieraan sehesar 10 &
diperuntukan antara Lun permupukan
dana pensiun bagi Direksi dan
Pegawai Bank yang Letentuan
pelaksanaannya akan ditetaphan
oleh Dircksi, setelah mendapat
persetujuan dan Dewan Pengawas,

{le) Jasa Produks: dibenkan kepada
Dewan Pengawas, Direksi dan
pezawai bank sebesar 10% dan
perolehan laba, dengan ketentuan
setinggi-lingginya 3 kali gaji
bulan terakhir yang ditenma pada
fahun ity dan bilamana terdapat
kelebihan akan dibenkan kepada
<" dpn st yayasan sosial
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Pasal 35

Pasal 36
Pasal 37

Pasal 38,39,40,41.42 dan 43 .

24

(3) dan (4) Undang-undang yang berl;
adalah : Undang-undang perbank.
Nomor 10 Tahun 1998 tenta
Perubahan Undang-undang Nomo
Tahun 1992 tentang Perbankan. Adap
yang berkaitan dengan Rahasia be
tercantum pada pasal 40 sampai deng
pasal 52,

t cukup jelas

(2) Pembinaan dari Bank Indonesia
bersifat teknis perbankan.

cukup jelas

e e et B

-
o

i

'I
e
¥

|
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